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MOTTO 

 

 

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan 

bertawakkallah kepada Allah.  

Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 

  

(QS Al-Anfal ayat 61)
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1 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya, Jakarta, 1999 
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RINGKASAN 

 

 

Dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah sekaligus peningkatan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan, 

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Timur telah mengatur dalam Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. Salah satu perusahaan dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara adalah 

Pabrik Gula Pradjekan, Bondowoso sudah melaksanakan adanya tanggung jawab sosial 

perusahaan. Kehadiran aktivitas agroindustri ini diharapkan antara lain membuka 

lapangan kerja baru dan meningkatkan multipliereffeck. Meningkatnya multiplier effeck 

terjadi dengan munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian baru bagi masyarakat 

sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan 

mengkaji masalah tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pabrik Gula Pradjekan, 

Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Rumusan masalah dalam hal ini :  (1) 

Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) sebagai 

pelakanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 

2011 di PG. Pradjekan di wilayah Kecamatan Prajekan Bondowoso ? (2) Apakah 

hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) di PG. Prajdekan 

Bondowoso ? dan (3) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) di PG. Prajdekan Bondowoso ? 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis 

normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan 

hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan 

penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif.  

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama, Ada 5 (lima) 

bentuk program CSR di PG. Pradjekan Bondowoso, yaitu bantuan pengobatan gratis, 

beasiswa untuk siswa berprestasi, santunan anak yatim, khitan massal, sumbangan 

pembangunan masjid. Bantuan tersebut difokuskan untuk warga kecamatan Pradjekan 

yang tergolong warga kurang mampu atau masyarakat yang berada pada tahapan 

prakeluarga sejahtera dan tahapan keluarga sejahtera I. Ke depan, diharapkan program 

CSR di PG. Pradjekan dapat lebih meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Bentuk CSR tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. Kedua, Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan dalam kenyataan hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik antara 

perusahaan dan masyarakat. Evaluasi merupakan hal penting yang harus dilakukan 

untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan dan masyarakat, serta peran 

perusahaan dalam pembangunan nasional. Dalam rangka evaluasi, diperlukan 

pemahaman dan pemetaan masyarakat, di mana perusahaan perlu mengenali secara baik 

dan cermat tentang kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan 

perusahaan dapat memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 
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Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ketiga, Masih terbatasnya 

bentuk pengembangan CSR sebagai hambatan sehingga diperlukan pengembangan CSR 

yang baik. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

seperti CSR yang tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat 

sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal, mentaati peraturan 

perundangundangan yang berlaku, memproduksi barang yang tidak membahayakan 

konsumen dan lingkungan. 

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya pemerintah segera mengamandemen 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama ketentuan-ketentuan yang 

secara khusus mengatur CSR. Seyogyanya dalam Undang Undang tersebut CSR diberi 

makna tegas dan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dalam 

memahami CSR. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang, agar dapat dijadikan 

acuan bagi korporasi untuk melaksanakan CSR secara efektif, tepat, dan terukur;  Dalam 

Peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting berikut : (a) 

memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan CSRnya 

kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk reporting; (b) memberikan insentif 

dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR; (c) 

Memberikan keleluasaan bagi korporasi mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang 

menyesuaikan dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang 

dihadapi. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi regulasi, sehingga dapat dijadikan acuan 

yang efektif dan tidak menimbulkan multipersepsi, di sisi lain, kewajiban CSR tidak bisa 

dimaknai sempit sebagai bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada 

masyarakat. CSR memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahaan dan 

masyarakat. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, ini sangat tergantung dari 

orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut. 
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Jumlah penduduk 

Indonesia yang besar, dapat mencerminkan dua hal. Pertama, dapat 

menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, 

sandang, perumahan, energi dan kesempatan kerja. Kedua, mencerminkan 

potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber daya alam yang 

tersedia untuk menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu ekonomi pada prinsipnya merupakan salah 

satu prioritas pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian.  

Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir 

diikuti oleh perkembangan dinamika sosial yang berkaitan dengan globalisasi 

dan pasar bebas (free market), pembangunan ekonomi yang diharapkan menjadi 

pondasi kesejahteraan rakyat dihadapkan dengan fenomena globalisasi dan pasar 

bebas (free market) sehingga membuat semakin dominannya peran swasta dalam 

kegiatan perekonomian di suatu negara. Sehingga muncul wacana mengenai 

tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan, salah satu konsep yang 

lahir adalah Corporate Social Responsibility atau sering dikenal dengan sebutan 

CSR. Di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diterjemahkan 

menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dalam BUMN 

diimplementasikan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).  

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha 

di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
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tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di 

Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi 

budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan 

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebutkan 

bahwa : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang 

sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah 

Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan 

hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan 

budaya masyarakat setempat. Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(TSP) adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk 

berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi 

lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang 

mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global 

maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab 

sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari 

identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain : 
1
 

a) Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, 

pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta 

perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business 

environment).  

b) Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi 

keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai 

konsumen maupun sebagai penanam modal.  

c) Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.  

d) Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan 
informasi modern serta teknologi komunikasi.  

                                       
1
 Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
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Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban 

yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha 

untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang 

boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. 

Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya 

alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai 

peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah 

komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi 

perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP ini 

menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian 

mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan prinsip 

good corporate governance juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan 

Millennium Development Goals (MDG‟s), salah satu diantaranya adalah 

pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.  

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, 

membangun dan memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, 

memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP 

bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi 

sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan 

dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk 

menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program 

pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan 

berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. 

Munculnya peranan Pemerintah Daerah terhadap program tanggung 

jawab sosial perusahaan setidaknya memunculkan 4 (empat) kemungkinan, yaitu 

: pertama, ada kesan pemerintah daerah berupaya membagi beban 

tanggungjawab pembangunan kepada perusahaan. Kedua, ada upaya meraup 

dana untuk pembangunan daerah yang bersumber dari pihak ketiga. Ketiga, 

pemerintah daerah berupaya mengelola program tanggung jawab sosial 

perusahaan satu atap di koordinir oleh pemerintah daerah, walaupun belum jelas 
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pola dan tata laksananya. Keempat, pihak perusahaan tidak serius dalam 

mendesain dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.
2
  

Harapan terjadinya peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebagai 

akibat kehadiran aktivitas perekonomian ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu 

sejauh mana kesempatan yang diberikan perusahaan tersebut bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dan sejauh mana kemampuan masyarakat berpartisipasi 

dalam aktivitas perekonomian baru tersebut. Selain perubahan pendapatan, 

kehadiran Pabrik Gula Pradjekan, Bondowoso diharapkan dapat meningkatkan 

diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Perubahan lahan yang sebelumnya 

sebagai kawasan pertanian dan hutan menjadi kawasan industri yang akan 

mempengaruhi jenis sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat 

Dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah sekaligus 

peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui tanggung jawab 

sosial perusahaan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Timur telah 

mengatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Salah satu perusahaan dalam hal 

ini Badan Usaha Milik Negara adalah Pabrik Gula Pradjekan, Bondowoso sudah 

melaksanakan adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Kehadiran aktivitas 

agroindustri ini diharapkan antara lain membuka lapangan kerja baru dan 

meningkatkan multipliereffeck. Meningkatnya multiplier effeck terjadi dengan 

munculnya aktivitas-aktivitas perekonomian baru bagi masyarakat sekitarnya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan 

mengkaji masalah tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pabrik Gula 

Pradjekan, Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk 

penulisan skripsi hukum dengan judul : “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (CSR) Di Pabrik Gula Prajekan Bondowoso Berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” 

                                       
2
 Rotanius, Peran Pemerintah Daerah Dan Desa Dalam  Corporate Social 

Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta, Jurnal Hukum  Universitas Riau Bina Widya, 

2016, hlm.1 
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1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) 

sebagai pelakanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 4 Tahun 2011 di PG. Pradjekan di Kecamatan Prajekan 

Bondowoso ?  

2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Corporate Social Responbility (CSR) 

di PG. Prajdekan Bondowoso ?  

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

Corporate Social Responbility (CSR) di PG. Prajdekan Bondowoso ?  

 
1.3  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelaksanaan Corporate Social 

Responbility (CSR) sebagai pelakanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 di PG. Pradjekan Kecamatan 

Prajekan Bondowoso. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Corporate 

Social Responbility (CSR) di PG. Pradjekan Bondowoso berikut upaya 

mengatasi hambatan tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Jember. 

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang 

bersifat teoritis yang terjadi dalam masyarakat terkait kewenangan 

pelaksanaan Corporate Social Responbility di PG. Pradjekan Bondowoso 

sebagai pelakanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 

2011.  
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3. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran 

yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum 

dan almamater. 

 

1.5    Metode Penelitian   

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus 

dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam 

rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. 

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau 

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga 

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat 

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan–bahan hukum 

yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan 

kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat 

diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha 

mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :  

 

1.5.1   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan 

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan 

mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.
3
 

 

1.5.2   Pendekatan Masalah 

 Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan 

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian 

dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

                                       
3  

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2016, hlm.194 
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2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu suatu metode 

pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. 

Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana 

ataupun doktrin-doktrin hukum.
4
 

2. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi 
5
 

 

1.5.3 Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

adalah sebagai berikut : 

 

1.5.3.1  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang 

undangan dan putusan–putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan 

hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  

                                       
4
   Ibid, hlm.138

 

5
   Ibid, hlm.93 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas  

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  

 

1.5.3.2  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum 

yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan 

hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.
6
 Adapun yang 

termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, 

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para 

ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan 

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang 

memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain 

yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet.. 

 

1.5.3.3   Bahan Non Hukum  

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber 

bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non 

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan 

topik penulisan skripsi.
7 

 

 

 

                                       
6 

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165
 

7  
Peter Mahmud Marzuki, Opcit, hlm. 164 
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1.5.4  Analisis Bahan Hukum 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu 

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan 

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain 

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,  

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan 

kajian sebagai bahan komparatif.  

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum, yaitu : 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum 

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 
 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm.171
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pemerintah Daerah  

2.1.1  Pengertian Pemerintah Daerah  

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi 

(desentralisasi) dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di 

daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum 

sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam 

Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah 

pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan 

pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. 

Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah 

dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya. 

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenagan yang selama ini 

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses 

desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari 

tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya 

sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah 

kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi 

semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke 

tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya 

kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang 

pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.
9
 

 

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, 

pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa 

pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah 

                                       
       

9
 Jimly Assiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.  Jakarta. Konstitusi 

Press. 2005. hlm.278 

 

10 
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adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah 

dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 

1945. 

Jimly Assiddiqly menyatakan pendapatnya bahwa :  

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan 

pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan 

subjek penyelenggaranya. Pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah 

gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan 

walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam 

Undang Undang Dasar 1945, pembedaan kedua istilah pemerintah 

dan pemerintahan itu juga tergambar pada judul Bab III, 

”kekuasaan pemerintahan negara” dan Bab VI ”Pemerintah 

Daerah”. Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat 

(6) perumusannya dimulai dengan ”pemerintahan daerah” sebagai 

subjek kalimat.
10

 

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).  Pemerintah daerah 

adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah 

daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, 

Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

                                       
10

 Jimly Assiddiqie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411 
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pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Pemisahan dua unsur pemerintahan 

daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 

pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam 

menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian 

merupakan salah satu usaha untuk memberikan perwujudan prinsip kedaulatan 

rakyat di tingkat daerah, yang tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat 

lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah yang bersangkutan. 

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil 

presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara 

pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah 

dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk 

provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota 

disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, 

yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten 

disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan 

definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari Pemerintahan 

Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang 

berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang 

menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. 

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari 

pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan 

rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan 

umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah 

daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional 

untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 
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2.1.2   Kewenangan Pemerintah Daerah   

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan 

penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara 

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 

18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah 

yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan 

pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang 

berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, 

pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, 

prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat 

dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.  

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :  

1)  Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 

2)  Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. 

3)  Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

4)  Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah 

menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 

5)  Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

sebagai kepala pemerintahan. 
 

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, 
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Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip 

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 

Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Berdasarkan 

prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah : 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah 

kabupaten/kota  

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah 

kabupaten/kota; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. 

 

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah : 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah 

kabupaten/kota; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah 

kabupaten/kota; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya 

hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih 

efisien apabila dilakukan oleh Daerah. 

 

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagai berikut : 

a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama 

DPRD; 

b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD 

dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan 

RKPD; 
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d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, 

rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;  dan 

g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala 

daerah berwenang : 

a) Mengajukan rancangan Perda; 

b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; 

c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; 

d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang 

sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat 

e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang 

melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala 

daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah 

sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil 

kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.  

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban 

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Kewajiban kepala daerah dan 

wakil kepala daerah meliputi : 

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 
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e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

f) Melaksanakan program strategis nasional; dan 

g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di 

Daerah dan semua Perangkat Daerah. 

 

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas : 

a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah; 

b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan 

instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau 

temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan 

pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan 

pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan 

hidup;  

c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; 

d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala 

daerah kabupaten/kota; 

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;  

f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang 

diberikan oleh  kepala daerah; dan 

g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila 

kepala daerah berhalangan 

 

2.2  Otonomi Daerah     

2.2.1   Pengertian Otonomi Daerah  

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara 

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 

18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan 

kota, yang tiap-tiap propinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan 

Daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi 

penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di 

daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locate rechtsgemeenschappen) 

atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan 

dengan undang-undang.” 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, 
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selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan 

penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip Otonomi Daerah di 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan 

mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam undang-undang.  Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan 

bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak : 

a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;  

b) Memilih pimpinan daerah; 

c) Mengelola aparatur daerah; 

d) Mengelola kekayaan daerah;  

e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang berada di daerah; 

g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah 

h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. 

 

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam ketentuan 

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Terdapat 15 (lima belas) kewajiban yang dipunyai oleh daerah, yaitu : 
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a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 

kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;  

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i) Menyusun perencanaan  dan tata ruang daerah;   

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k) Melestarikan lingkungan hidup; 

l) Mengelola administrasi kependudukan; 

m) Melestarikan nilai sosial budaya; 

n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 

21 dan Pasal 22 tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan 

daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 

daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, 

adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan 

Afan Gafar :  

Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan 

Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah 

dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada 

hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari 

pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya 

pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tangung 

jawab.
11)

 

 

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Siswanto Sunarno 

menyebutkan bahwa : 

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, 

baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga 
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pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul 

fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-

luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan 

tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas 

ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat 

kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar 

pada masalah ketidak adilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan 

pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian 

penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah 

marginalissi potensi dan putra daerah.
12)

 

 

Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya 

muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu 

sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas 

dan adil, dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan 

masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh 

ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah. 

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu 

hak dan wewenang untuk memanajemen daerah dan tanggung jawab untuk 

kegagalan dalam memanajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah 

menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah 

menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan 

desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk dilaksanakan. 

Desentralisasi secara prinsipal di Indonesia dalam bentuk desentralisasi 

perundangan (regeling) dan pemerintahan (Bestuur). Desentralisasi tersebut 

diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, 

desentralisasi dari sudut asal usul bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu „‟De‟‟ 

atau lepas dan „‟Centrum‟‟ atau pusat. Menurut perkataannya desentralisasi itu 
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berarti melepaskan dari pusat.
13

 Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari 

bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari 

pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan 

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai  wakil 

pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari 

tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas 

pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat 

erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-

daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari 

tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, 

semakin tinggi otonomi daerah.  Dalam konteks negara kesatuan, otonomi 

daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 

                                       
13

  Eggy Sudjana, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi), Jakarta, 

Rinneka Cipta, 2005, hlm.18 
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pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan 

pembinaan pemerintah pusat. 

 

2.2.2   Hakikat Otonomi Daerah  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan 

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan 

pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan 

pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 

kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama 

antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan 

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, 

dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar 

tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan 

pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan 

Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang 

bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. 

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat  

konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria 

pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan 

efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif 

sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan 

hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. 
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Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat 

pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh 

jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan 

atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu 

tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah 

yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. 

Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas 

Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala 

ekonomis.
14) 

Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib 

mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam 

menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, 

semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan 

akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria 

efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi. 

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan 

dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, 

lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang 

diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait 

dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang 

menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan 

pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi 

kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah yang bersangkutan. 

                                       
14  

Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, Panduan Pemilu Untuk Rakyat, LPKPS, 

Malang, 2005, hlm.45 
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Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang 

dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan 

difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah 

pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, 

dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang 

bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan 

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan 

menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan 

urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan 

daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar 

mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.  

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah 

propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai 

dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan 

pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan 

fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi 

berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan. 

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu 

kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah 

administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 

kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan 

tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat 

dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan 

sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang 

pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil 

pemerintah.
 15)

 

 

 

                                       
15

 J. Kaloh, 2007, Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm.246 
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Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka 

desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan 

prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan 

pembiayaan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : 

a) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai 

dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentra lisasikan.    

b) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai 

dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.    

 

Terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi, 

beberapa keuntungannya antara lain : 

a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan 

b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang 

membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu 

menunggu instruksi dari pemerintah pusat. 

c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena 

setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. 

d) Dalam sistem desentralissi, dapat diadakan pembedaan 

(diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi 

kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih 

menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah 

e) Dengan adanya desentraliasasi teritorial, daerah otonom dapat 

merupakan semacam laboraturium dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi 

seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada 

suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah 

untuk ditiadakan. 
16)

 

 

Kebijakan dan implementasi otonomi daerah dapat menjadi sebuah 

solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan 

profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi 

terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial, 

dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, 

                                       
16 

Nur Feriyanto, Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah, Jakarta, 

Kedaulatan Rakyat Press, 2001, hlm.18 
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akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak 

mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah 

yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa 

daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat, begitu pula halnya dengan soal-

soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan 

pusat. 

Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan suatu harapan bagi 

terciptanya dan terlaksananya keadilan, demoktratisasi dan transparansi 

kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi 

tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijaksanaan otonomi daerah 

melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan 

otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka 

mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas 

demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada 

akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (good 

governance). 

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan 

luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat 

kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah 

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (public goods). Kesemuanya itu 

dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan 

prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan 

demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, 

uniform, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal 

gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga 

merupakan sarana kebijaksanaan yang secara politik ditempuh dalam rangka 

memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan 

kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan 

diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di desa.  
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2.3  Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

2.3.1    Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain 

menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, industri juga mendatangkan 

keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan 

memanfaatkannya. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa industri juga 

menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga 

habitat manusia.Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan 

dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan kerusakan 

fisik dan psikis bagi para pegawainya dan juga masyarakat sekitar.  Tanggung 

jawab sosial perusahaan (TSP) yang sering disebut Corporate Social 

Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) kini semakin diterima secara luas. 

Sebenarnya konsep ini kerap di dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi 

perdebatan di antara para pebisnis maupun akademisi.Sebagai sebuah konsep 

yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan 

pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.  

Pengertian CSR menurut World Business Council for Sustainable 

Development sebagaimana disebutkan oleh Budimanta, yaitu : Komitmen 

berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi 

kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan 

karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada 

umumnya.
17

 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 

perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu 

beroperasi. Seperti melakukan sesuatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan 

beasiswa, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk 

                                       
17

 Budimanta, Arif, Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan 

Indonesia, Jakarta: ICSD, 2008, hlm.36 
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membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. khususnya 

masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. 
18

 

Konsep CSR mengacu pada nilai dan standar yang berkaitan dengan 

beropersainya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat, artinya CSR sebagai 

komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada 

peningkatan kualitas kehidupan pihak-pihak yang menjadi stakeholder antara 

lain karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas dalam 

kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
19

 Pada umumnya 

perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban 

kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah.  

Secara normatif, idealnya tanpa ada protes dan kewajiban kontraktual, 

perusahaan seharusnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal dan 

meningkatkan kesejahteraan. Hal ini adalah kewajiban moral, namun motif yang 

didasarkan pada komitmen moral tersebut masih sebatas wacana dan belum 

terlihat nyata. Dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan perusahaan, 

pemerintah daerah mengharapkan agar program-program CSR bisa membantu 

menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, 

masalah pendidikan, kesehatan, perumahan. Selain itu menyelesaikan masalah 

lingkungan yang dihadapi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan dituntut untuk membantu pemerintah daerah untuk mendukung 

program pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab 

utama dalam mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak 

akan menanggung beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan 

membutuhkan partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari 

perusahaan, agar pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang di 

rencanakan pemerintah daerah bisa tercapai. 

 

 

                                       
18

 Supriatna, Dimensi Corporate Socal Responsibiliy Dalam paradigm Perubahan. 

Fascho Publishing, Gresik, 2002 ,hlm.9 
19

 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. hlm.72 
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2.3.2 Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Dasar hukum tentang pelaksanaan Tanggung jawab sosial perusahaan 

pada dasarnya terdapat dalam beberapa ketentuan, sebagai berikut :  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik 

Negara 

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  

f) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas  

h) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 

i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  

j) Peraturan Gurbernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  

k) ISO 26000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program CSR 

Secara umum pelaksanaan  program CSR di Indonesia diatur dalam Pasal 

74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu 

bahwa : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau 

berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan CSR tanggung jawab sosial 

dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial 

dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perseroan Terbatas Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 Undang 

Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal 

sebagaimana berikut : 

a) Tanggung jawab sosial perusahaan ini wajib untuk perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang 

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 

Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah 

perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya 

alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan 

sumber daya alam. 

b) Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan kewajiban perseroan 

yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran.  

c) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada 5 (lima) bentuk program CSR di PG. Pradjekan Bondowoso, yaitu 

bantuan pengobatan gratis, beasiswa untuk siswa berprestasi, santunan anak 

yatim, khitan massal, sumbangan pembangunan masjid. Bantuan tersebut 

difokuskan untuk warga kecamatan Pradjekan yang tergolong warga kurang 

mampu atau masyarakat yang berada pada tahapan prakeluarga sejahtera dan 

tahapan keluarga sejahtera I. Ke depan, diharapkan program CSR di PG. 

Pradjekan dapat lebih meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Bentuk CSR tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

2. Hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan dalam kenyataan hingga kini CSR belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Banyak CSR tidak tepat sasaran yang akhirnya berdampak konflik 

antara perusahaan dan masyarakat. Evaluasi merupakan hal penting yang 

harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan, hubungan baik perusahaan 

dan masyarakat, serta peran perusahaan dalam pembangunan nasional. 

Dalam rangka evaluasi, diperlukan pemahaman dan pemetaan masyarakat, di 

mana perusahaan perlu mengenali secara baik dan cermat tentang kondisi 

masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat 

memutuskan program CSR yang tepat untuk pemberdayaan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

3. Masih terbatasnya bentuk pengembangan CSR sebagai hambatan sehingga 

diperlukan pengembangan CSR yang baik. Bentuk pelaksanaan Tanggung 

 

60 
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Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut ketentuan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti CSR 

yang tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat 

sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal, mentaati 

peraturan perundangundangan yang berlaku, memproduksi barang yang tidak 

membahayakan konsumen dan lingkungan.  

 

4.2 Saran 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Hendaknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama ketentuan-ketentuan yang 

secara khusus mengatur CSR. Seyogyanya dalam Undang Undang tersebut 

CSR diberi makna tegas dan tepat agar tidak menimbulkan kebingungan para 

pelaku usaha dalam memahami CSR. Pemerintah segera membuat peraturan 

pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk 

melaksanakan CSR secara efektif, tepat, dan terukur;  

2. Dalam Peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting 

berikut : (a) memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan 

kegiatan CSRnya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk reporting; 

(b) memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi 

yang melaksanakan CSR; (c) Memberikan keleluasaan bagi korporasi 

mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang menyesuaikan dengan kemampuan 

korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi. 

3. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi regulasi, 

sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan 

multipersepsi, di sisi lain, kewajiban CSR tidak bisa dimaknai sempit 
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sebagai bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada 

masyarakat. CSR memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara 

perusahaan dan masyarakat. CSR akan berdampak positif bagi masyarakat, 

ini sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas perusahaan tersebut. 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR   4   TAHUN   2011 
 
 

TENTANG 

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

GUBERNUR JAWA TIMUR,  

 

Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah 

Provinsi Jawa Timur merupakan bagian integral penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;  

  b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana 

dengan baik bila terjalin hubungan sinergis  antara pemerintah 

daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat; 

  c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan 

perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih 

luas berperanserta dalam pemberdayaan sosial ekonomi 

masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3491); 

 

 

3.Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
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Republik Indonesia Nomor 4389); 
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4675); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 
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Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009   

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 

12. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan; 

 

13. Peraturan 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2              

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur               

Nomor 2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

dan 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

  

MEMUTUSKAN: 

  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN.  

                                         

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Timur.  

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain 

yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya 

disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap 

perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, 

seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan 

budaya masyarakat setempat. 

6. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah 

organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang 

melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak 

dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan 

memperoleh keuntungan. 

 

6. Pemangku  
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7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam 

lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang 

mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung 

yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, 

kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 

8. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman 

penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat 

maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik 

langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan 

sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami 

kerusakan fisik dan non fisik. 

9. Forum pelaksana TSP adalah  Organisasi atau forum komunikasi 

yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan 

program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku 

kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi 

penyelenggaraan TSP. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal  2 

 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk: 

a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan 

program tanggungjawab sosial perusahaan di Jawa Timur; dan 

b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua 

pemangku kepentingan di Jawa Timur dalam menyiapkan diri 

memenuhi standar internasional. 

  

Pasal  3 

 

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:  

a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial 

termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang 

menjadi pelakunya; 

b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam suatu koordinasi;  

c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia 

usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan 

secara terpadu dan berdaya guna; 

d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang 

dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;  

e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan 

mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan 

 

f. terprogramnya 
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f.  terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan 

apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan 

memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam 

pelayanan administrasi.    

 

BAB III 

 ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

 

Bagian Kesatu 

Asas 

 

Pasal 4 

 

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:  

a. kepastian hukum; 

b. kepentingan umum; 

c. kebersamaan; 

d. partisipatif dan aspiratif; 

e. keterbukaan; 

f. berkelanjutan; 

g. berwawasan lingkungan; 

h. kemandirian; dan 

i. keseimbangan kemajuan dan  kesatuan ekonomi nasional. 

  

Bagian Kedua 

Prinsip 

 

Pasal 5 

 

(1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:  

a. kesadaran umum; 

b. kepedulian; 

c. keterpaduan; 

d. kepatuhan hukum dan etika bisnis; 

e. kemandirian; 

f. sensitivitas; 

g. keberpihakan; 

h. kemitraan; 

i. inisiasi;   

j. matualistis, dan non diskriminasi; dan 

k. koordinatif.  

 

(2) Prinsip-prinsip 
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(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, 

dengan berpedoman pada: 

a. manajemen yang sehat; 

b. profesional;  

c. transparan; 

d. akuntabilitas; 

e. kreatif dan inovatif; 

f. terukur;  

g. program perbaikan berkelanjutan; 

h. keadilan yang bijak; dan 

i. kebijakan yang adil.  

  

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 6 

 

(1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan 

dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu 

pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang 

selaras dengan program-program pemerintah daerah. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung 

menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.   

  

Pasal  7 

 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan 

dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu 

pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari 

sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari 

mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. 

(2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai 

biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan 

pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.  

 

Pasal  8 
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Pasal  8 

 

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak terdapat 

perusahaan atau terdapat perusahaan  namun dalam jumlah 

terbatas sehingga tidak memiliki, atau memiliki program TSP yang 

sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada 

perusahaan atau forum pelaksana TSP dengan tembusan kepada 

Gubernur. 

(2)  Gubernur dapat menindaklanjuti usulan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

koordinasi dengan perusahaan atau forum pelaksana TSP. 

  

BAB  IV 

PELAKSANAAN TSP 

 

Pasal 9 

 

(1)  Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.  

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus 

pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam 

wilayah Jawa Timur. 

(3)  Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan 

milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah 

daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.  

  

Pasal  10 

 

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib: 

a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP 

sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha 

dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan 

peraturan perundangan yang berlaku;  

b.    menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem 

jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta 

melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan 

perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian 

lingkungan; dan 

c.    menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan 

perusahaan. 

  

 

BAB V 
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BAB V 

PROGRAM TSP 

  

Pasal 11 

 

(1) Program TSP meliputi:  

a. bina lingkungan dan sosial;  

b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan  

c. program langsung pada masyarakat. 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan 

ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, 

meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh 

keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan 

memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

  

Pasal 12 

 

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan 

mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya 

serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada 

dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan 

sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.  

  

Pasal 13 

 

(1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program 

untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian 

berusaha masyarakat di wilayah sasaran. 

(2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi aspek-aspek kegiatan:  

a. penelitian dan pengkajian kebutuhan; 

b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat; 

c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; 

d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;   

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu 

produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama 

dan peningkatan klasifikasi perusahaan; 

f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan 

g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. 

  

 

Pasal 14 
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Pasal 14 

 

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa: 

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat 

yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan 

perusahaan; 

b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga 

masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak 

mampu membiayai pendidikan; 

c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek 

pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau 

bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; 

d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang 

maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban 

bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS); 

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah 

raga dan santunan pekerja sosial; dan 

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi 

para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi 

penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus. 

  

Pasal 15 

 

(1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TSP 

agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis 

dan efisien. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam 

penyelenggaraan TSP. 

(3) Pembentukan forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. 

  

Pasal 16 

 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas 

sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum 

pelaksana TSP. 

(2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari 

masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada 

Pemerintah Daerah. 

(3) Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan TSP 

setiap tahun kepada DPRD. 

  

Pasal 17 
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Pasal 17 

 

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2), perusahaan dapat melibatkan peranserta 

masyarakat. 

   

BAB  VI 

 PENGHARGAAN 

 

Pasal   18 

 

(1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan 

yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP. 

(2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan 

penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

  

BAB VII 

PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Pasal  19 

 

(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, 

penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya 

penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi). 

  

BAB VIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal  20 

 

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 dan 

Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran 

tertulis.   

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 21 

 

Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan 

kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini. 

BAB X 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 22 

 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Gubernur. 

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah 

ini diundangkan.   

 

Pasal 23 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

                       pada tanggal 10 Mei 2011 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di Surabaya 

Pada tanggal 18 Juli 2011 

 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd. 

 

Dr. H. RASIYO, M.Si 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI D. 

 

 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd. 

 

SUPRIANTO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP 19590501 198003 1 010 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

NOMOR  4  TAHUN  2011 

TENTANG  

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

 

I. UMUM 

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan  kewajiban. Sedangkan pasal 15 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar 

lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Di lain pihak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) adalah sebuah 

konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada 

masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga 

serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi 

tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal 

untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial 

secara terprogram dengan merujuk konsep TSP sebagai bagian dari identitas 

perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen 

lebih memperhitungkan pelaksanaan TSP, antara lain: 

a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan 

penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-

unsur lingkungan perusahaan (business environment).  

b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan 

investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun 

sebagai penanam modal.  

c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh aktivitas ekonomi.  

d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern 

serta teknologi komunikasi. 

 

Dalam 
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Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban 

yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat 

etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh 

dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian 

kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, 

dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat difahami sebagai 

peningkatan peranserta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam 

sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi 

perusahaan, komunitas dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TSP 

ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian 

mengutamakan pemangku kepentingan. TSP ini selain wujud penerapan 

prinsip good corporate governance  juga terkait untuk mendukung pencapaian 

tujuan Millennium Development Goals (MDG’s), salah satu diantaranya adalah 

pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.  

TSP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan 

memperkokoh pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat 

investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TSP bermanfaat 

untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial 

ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan 

keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TSP bermanfaat untuk 

menumbuhkan komitmen bersama dan singkronisasi program-program 

pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan 

berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.  

TSP adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan 

dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata 

terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai 

standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip Corporate Social 

Responsibility dari United National Global Compact dan Acuan Sosial 

Responsibility dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh International Organization 

for Standardization (ISO) bulan September 2004 yang diberi nama Guidance 

Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implementasi TSP (termasuk 

lingkungan) dalam sustainable report, terdapat tiga jenis standar 

pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI), yaitu (1) strategi 

dan profil TSP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. 

Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TSP 

dan lingkungan dalam sustainability report.  

 

II. PASAL  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

  Cukup Jelas  

Pasal 2 

   Yang dimaksud dengan “Standar International menurut ISO 26000” 

antara lain meliputi:  

1. Tatalaksana organisasi yang baik;  

2. Hak Asasi Manusia;  

3. Praktek ketenagakerjaan yang baik; 

4. Lingkungan hidup;  

5. Praktek operasi perusahaan yang sehat;  

6. Isu Konsumen (Perlindungan); 

7. Keterlibatan dengan masyarakat.  

Sedangkan menurut SA 8000, Standar Internasional meliputi:  

1. Beroperasi legal;  

2. Menerapkan good business ethic;  

3. Good corporate governance;  

4. Good corporate citizenship; 

5. Social relationship;  

6. Standar voluntary - mandatory.  

Pasal 3 

  Cukup Jelas  

Pasal 4 

  Cukup Jelas  

Pasal 5 

  Cukup Jelas  

 

 

Pasal 6 
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Pasal 6 

  Ayat (1) 

   Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang 

yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi 

terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma 

(charity) atau yang bersifat kedermawanan (philanthropy).  

   Yang dimaksud dengan “kompensasi” dalam ketentuan ayat ini 

bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum 

lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, 

tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh 

pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.   

Ayat (2) 

 Cukup Jelas  

Pasal  7 

  Ayat (1) 

   Mata anggaran dana TSP sangat ditentukan oleh otoritas dalam 

lingkungan perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. 

Namun demikian tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

  Ayat (2) 

   Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola 

sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 

   Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung 

dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola 

dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya 

berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 

Pasal 8 

  Cukup Jelas 

Pasal 9 

  Cukup jelas  

 

 

Pasal 10 
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Pasal 10 

  Cukup Jelas  

Pasal 11 

  Cukup Jelas  

Pasal 12 

  Cukup Jelas  

Pasal 13 

  Cukup Jelas  

Pasal 14 

   Cukup Jelas  

Pasal 15 

  Ayat (1)  

   Cukup Jelas 

Ayat (2) 

 Cukup Jelas   

Ayat (3) 

   Maksud dilaporkannya pembentukan forum kepada pemerintah daerah 

setempat adalah untuk mempermudah dan memperlancar fungsi 

koordinatif administrasi pemerintah daerah.  

Pasal 16 

  Ayat (1)  

   Program skala prioritas dari pemerintah daerah dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan 

pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya 

pemerintah daerah dengan kegiatan swasta.  

  Ayat (2)  

   Cukup Jelas 

  Ayat (3) 

   Cukup Jelas  

Pasal 17 

  Cukup Jelas  

Pasal 18 

  Cukup Jelas  

 

Pasal 19 
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Pasal 19 

  Cukup Jelas  

Pasal 20 

  Cukup Jelas  

Pasal 21 

  Cukup Jelas  

Pasal 22 

  Cukup Jelas  

Pasal 23 

  Cukup Jelas 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

              NOMOR …. 4                  
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